KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG
Nomor : 308/KPN.W17-U4/SK/OT.00/1/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

Menimbang a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna
layanan dl PTSP berpedoman pada setandar pelayanan yang
telah ditetapkan;

b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan atau mengalami
keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada
pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian
Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam
Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

lyteztgizigat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teritang Pelayanan
Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Taliun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilam;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birorasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan;

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang
Nomor 250/KPN.W17-U4/0T.1.1/1/2026 tentang Standar

Pelayanan Pengadilan;

MEMUTUSKAN.......

[=
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. E e
=




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KETAPANG TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS I B

Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian
layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau
waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang
sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan
berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;

Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan
bagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tamggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian heri terdapat kekeliruen dalam
keputuuan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 05 Januari 2026
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Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang

Nomor: 308/ KPN.W17-U4/SK/OT.00/1/2026
Tanggal: 05 Januari 2026

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KETAPANG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan, Pengadilan Negeri Ketapang akan memberikan kompensasi
berupa:
a. Kompensasi pelayanan diberikan kepada pengguna layanan PTSP
apabila layanan yang diberikan tidk sesuai dengan standar pelayanan.
b. Pemberian kompensasi pelayanan diatur dalam keputusan yang
ditetapkan oleh ketua pengadilan.
c. Kompensasi pelayanan dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara
lain:
-  Permintaan maaf
- Souvenir / barang
- Kemudahan layanan
- Dan lain-lain
B. Keterlambatan Pemberian dayanan

No Waktu Keterlambatan Kompensasi
1 |30 s.d. 60 menit Gantungan Kunci
2 |61 s.d. 120 menit Tempat Minum

3 | Lebih dari 120 menit Jam Dinding

R, Dkuen i danceangn seareetorikceh (8] RD[E]
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS IB
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN

PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS IB BULAN JANUARI TAHUN 2026

I1.

e

9.

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik (good governance) serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan berbagai
regulasi strategis. Salah satunya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan
publik untuk menetapkan, menerapkan, dan mengumumkan Maklumat Pelayanan sebagai
bentuk komitmen terhadap standar pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan kepada
masyarakat tentang kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan, serta kesediaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik
dan menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut,

Pengadilan Negeri, sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI
yang memberikan layanan publik di bidang hukum dan keadilan, berkewajiban untuk
menyusun dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan efektivitas implementasi Maklumat Pelayanan tersebut, perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.

Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Maklumat Pelayanan telah
diterapkan secara konsisten dalam proses pelavanan, mengetahui tingkat pemahaman dan
kepatuhan aparatur pengadilan terhadap isi maklumat, serta mengidentifikasi kendala atau
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar
dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan
Pengadilan Negeri.

DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; Undang - Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-
144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
Peraturan-peraturan lainnya vang berkaitan.
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IV.

TUJUAN

. Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ketapang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Ketapang
untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

RUANG LINGKUP

I. Ketersediaan Maklumat Pelavanan

2. Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan

4. Kepuasan Pengguna Layanan

5. Hambatan yang Ditemukan
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BAB II
MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN
PERIODE JANUARI TAHUN 2026
A. Monitoring

I. Ketersediaan Maklumat Pelayanan
e Maklumat Pelayanan telah dipasang di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan website resmi Pengadilan Negeri Ketapang.
e Desain dan bahasa Maklumat Pelayanan jelas dan mudah dipahami.
Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
e Semua petugas pelayanan memahami isi Maklumat Pelayanan.
® Petugas menunjukkan sikap ramah, tanggap. dan profesional sesuai komitmen
pelayanan.
Pelaksanaan Standar Pelayanan

o

.L»J

® Prosedur layanan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan juga sudah sesuai
dengan standar operasional prosedur (SOP) vang telah ditetapkan.
e Waktu pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan.
4. Kepuasan Pengguna Layanan
e Hasil kuesioner menunjukkan pengguna merasa puas terhadap pelayanan.
5. Hambatan yang Ditemukan
e Tidak ada hambatan yang ditemukan.

B. Evaluasi
e Petugas layanan selalu melakukan sosialisasi Maklumat Pelayanan kepada
seluruh pengguna layanan.
e Perlu adanya pelatihan berkala bagi petugas pelayanan.
e Perlu adanya pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung layanan
untuk kenyamanan masyarakat.
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS IB BULAN FEBRUARI TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik (good governance) serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan berbagai
regulasi strategis. Salah satunya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan
publik untuk menetapkan, menerapkan, dan mengumumkan Maklumat Pelayanan sebagai
bentuk komitmen terhadap standar pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan kepada
masyarakat tentang kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan, serta kesediaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik
dan menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut.
Pengadilan Negeri, sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI
yang memberikan layanan publik di bidang hukum dan keadilan, berkewajiban untuk
menyusun dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan efektivitas implementasi Maklumat Pelayanan tersebut, perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.
Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Maklumat Pelayanan telah
diterapkan secara konsisten dalam proses pelayanan, mengetahui tingkat pemahaman dan
kepatuhan aparatur pengadilan terhadap isi maklumat, serta mengidentifikasi kendala atau
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar
dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan
Pengadilan Negeri.

I1. DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor
4. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; Undang - Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
5. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
7. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-
144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.
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TUJUAN

[. Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ketapang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;

Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Ketapang
untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

S

RUANG LINGKUP

Ketersediaan Maklumat Pelayanan
Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
Pelaksanaan Standar Pelayanan
Kepuasan Pengguna Layanan
Hambatan yang Ditemukan

B B 9 B e
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BAB II
MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN
PERIODE FEBRUARI TAHUN 2026
A. Monitoring

I. Ketersediaan Maklumat Pelayanan
* Maklumat Pelayanan telah dipasang di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan website resmi Pengadilan Negeri Ketapang.
® Desain dan bahasa Maklumat Pelayanan jelas dan mudah dipahami.
2. Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
® Semua petugas pelayanan memahami isi Maklumat Pelayanan.
e Petugas menunjukkan sikap ramah, tanggap, dan profesional sesuai komitmen
pelayanan.
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan
® Prosedur layanan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan juga sudah sesuai
dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
e Waktu pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan.
4. Kepuasan Pengguna Layanan
¢ Hasil kuesioner menunjukkan pengguna merasa puas terhadap pelayanan.
5. Hambatan yang Ditemukan
e Tidak ada hambatan yang ditemukan.

B. Evaluasi
® Petugas layanan selalu melakukan sosialisasi Maklumat Pelayanan kepada
seluruh pengguna layanan.
e Perlu adanya pelatihan berkala bagi petugas pelayanan.
* Perlu adanya pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung layanan
untuk kenyamanan masyarakat.

Ketapang 26 Februari 2026
dilan Negeri Ketapang

\ARNO, S.H.
910222002121002
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LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS IB BULAN MARET TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta
peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan berbagai
regulasi strategis. Salah satunya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan, yang mewajibkan setiap unit penyelenggara pelayanan
publik untuk menetapkan, menerapkan, dan mengumumkan Maklumat Pelayanan sebagai
bentuk komitmen terhadap standar pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis dari penyelenggara layanan kepada
masyarakat tentang kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan, serta kesediaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik
dan menerima sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut.
Pengadilan Negeri, sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI
yang memberikan layanan publik di bidang hukum dan keadilan, berkewajiban untuk
menyusun dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan efektivitas implementasi Maklumat Pelayanan tersebut, perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi secara berkala.
Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Maklumat Pelayanan telah
diterapkan secara konsisten dalam proses pelayanan, mengetahui tingkat pemahaman dan
kepatuhan aparatur pengadilan terhadap i1si maklumat, serta mengidentifikasi kendala atau
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar
dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan
Pengadilan Negeri.

[1. DASAR HUKUM

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1.

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor

4. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

7. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor SK KMA NOMOR 2-
144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Peraturan-peraturan lainnya yvang berkaitan.
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[, TUJUAN
I. Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Ketapang sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Memerintahkan kepada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Ketapang
untuk mematuhi keputusan ini dengan penuh tanggung jawab.

IV.  RUANG LINGKUP

Ketersediaan Maklumat Pelayanan
Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
Pelaksanaan Standar Pelayanan
Kepuasan Pengguna Layanan
Hambatan yang Ditemukan
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A.

BAB II
MONITORING DAN EVALUASI MAKLUMAT PELAYANAN
PERIODE MARET TAHUN 2026

Monitoring
. Ketersediaan Maklumat Pelayanan
e Maklumat Pelayanan telah dipasang di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dan website resmi Pengadilan Negeri Ketapang.
e Desain dan bahasa Maklumat Pelayanan jelas dan mudah dipahami.
2. Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur
e Semua petugas pelayanan memahami isi Maklumat Pelayanan.
e Petugas menunjukkan sikap ramah, tanggap. dan profesional sesuai komitmen
pelayanan.
3. Pelaksanaan Standar Pelayanan
e Prosedur layanan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan juga sudah sesuai
dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
e Waktu pelayanan sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan.
4. Kepuasan Pengguna Layanan
e Hasil kuesioner menunjukkan pengguna merasa puas terhadap pelayanan.
5. Hambatan yang Ditemukan

e Tidak ada hambatan yang ditemukan.

B. Evaluasi

e Petugas layanan selalu melakukan sosialisasi Maklumat Pelayanan kepada
seluruh pengguna layanan.

e Perlu adanya pelatihan berkala bagi petugas pelayanan.

e Perlu adanya pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pendukung layanan
untuk kenyamanan masyarakat.

Ketapang, 2// Maret 2026



